
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 7 / I /2017 

TENT ANG 

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH RUMAH SAIQT NENE MALLOMO 

BUPATI SJDENRENG RAPP.ANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas 
pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum 
daerah Rumah Sak:ii. Nene Mallomo Kabupaten 
Sidenreng Rappang yang telah berstatus BLUD 
penuh, maka perlu menetapkan jenjang nilai 
pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten 
Sidenreng Rappang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan 
Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Nene Mallomo; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi 
[Lernbaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 1822); 

2. Undang-Undang Norrior 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286}; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587) sebaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor SR, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kcsehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum beserta 
perubahannya [Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 



Menetapkan 

7. Peraturan Pernerintah Norn or 58 Tahun 2005 ten tang 
Pcngelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara 
4578); 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 IO tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pernerintah sebagairnana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 'rahun 
2007 tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupatcn Sidenreng Rappang 
Nornor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pcngelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 11); 

11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pcdoman Teknis Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada 
Rumah Sakit Daerah Tingkat Kabupaten Sidenreng 
Rap pang. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI 
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT NENE MALLOMO 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Sidenrcng Rappang. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang mernimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan ym1g menjadi 
kewenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sidcnreng Rappang. 
4. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Dacrah 

tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang. 
5. Badan Layanan Umum Dacrah Ru.mah Sakit yang 

sclanjutnya disingkat BLUD RS adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Daerah 
yang dibentuk untuk mernberikan pelayanan kepada 
masyarakat bcrupa penyediaan barang dan/ atau jasa 
yang dijual tanpa men.gutamakan mencari keuntungan, 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efesierisi dan produktivitas, 

6. Pejabat Pcngelola BLUD RS adalah Pimpinan BLUD RS 
yang terdiri alas pcmirnpin, pejabat keuangan da.n 
pejabat teknis, 

7. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan keschatan perorangan 
�ecara paril:urna yang menyediakan pelayanan rawat J 
map, rawat jalan dan gawat darurat. I 



8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang yang 
berlaku pada PPK-BLUD. 

9. Pendapatan adalah scmua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan 
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran 
bersangkutan yang tidak pcrlu dibayar kembali. 

10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yung mengurangi 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 
tidak akan diperoleh pcmbayarannya kembali PPK-BLUD RS. 

11. Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan 
Barang/,Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang 
prosesnya. dimulai dari perencanaan kcbutuhan sampai diselesaikannya 
seluruh kegiatan untuk mcmperoleh Barang/ .Jasa. 

12. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan 'usaha atau orang perseorangan 
yang menyediakan Barang/Pckerjaan Konstruksr/ .Jasa Konsultansi/ 
Jasa Lainnya. 

13. Harang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak bcrwujud, 
bergerak rnaupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
diperguna kan atau dimanfaatkan oleh Pcngguna Barang. 

14. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pcmbuatan wujud fisik 
lainnya. 

15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang rnengutamakan 
adanya olah pikir (brainware). 

16. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu 
yang mengutamakan keterampilan (skillware} dalarn suatu sistem tata 
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk mcnyelesaikan 
suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain 
.Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan 
Barang, 

17. Pelelangan Umum adala h metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti 
oleh semua Penyedia Barang/Pckerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya yang 
mcmenuhi syarat. 

18. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya untuk pekerjaan yang bcrnilai paling tinggi 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

19. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan 
Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 
Rp 5.000.000.000,00 (lima rniliar rupih]. 

20. Scleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia .Jasa Konsultansi 
untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa 
Konsultansi yang memcnuhi syarat. 

21. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
untuk .Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 
(dua rutcrs juLl:t rupiah). 

22. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa lanzsung kepada 
Penyedia Barangy.Jasa, tarrpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan 
Langsung. 

BAB II 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 2 

(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit meliputi: 
a. Barang. f 



b. Pekerjaan Konstruksi. 
c .. Jasa koneultansi. 
d. .Jasa lainnya. 

(2) Pengadaan barang/ jasa puda BLVD Rumah Saki t dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(3) Pcngadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, cfektif, 
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatil, akuntabel dan praktck 
bisn is yang schat, 

(4) Untuk alasan episiensi clan efektifitas, BLUD Rumah Sakit yang telah 
bcrstarus pcnuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian 
atau seluruhnya dari kctentuan yang berlaku umurn bagi pengadaan 
barang/jasa pemcrintah. 

Pasal 3 

Fleksibilitas dan efisicnsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4), 
diberikan tcrhadap pcngadaan barang/jasa yang sumbcr dananya berasal 
dari: 
a. .Jasa layanan; 
b. Hibah tidak terikat; 
c. Basil kerjusama dengan pihak lain; dan 
d. Lain-lain pendapatan BLUD Rumah Sakit yang sah. 

Pasal 4 

(1) Pejabat Pcngadaan adalah personil yang ditunjuk 'untuk melaksanakan 
Pengadaan Langsung. 

(2) Pengadaan barang/ jasa sebaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan. 

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dibentuk 
oleh pemirnpin BLUD Rumah Sakit yang ditugaskan secara khueus 
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD 
Rumah Sakit. 

Pasal 5 

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang 
dananya bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit dilakukan 
berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut : 
a. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima 

milyar rupiah) dengan metode Pelelangan Umum/Seleksi Umum. 
b. Pelelangan sederhana untuk pengadaan Barang/ Jasa Lainnya 

dilakukan tcrhadap pekerjaan paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (Lima 
rnilyar rupiah). 

c. Pemilihan Langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi y:omg 
bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). 

d. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi 
Rp. 500.000.000,- (lirna ratus Juta rupiah). 

e. Scleksi Sederhana da pat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi 
yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) 
dan 

f. Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan .Jasa Konsultansi yang.I 
bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratusjuta rupiah). 6 



BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan ini, ditetapkan 
oleh Pemimpin BLUD. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Pcraturan Bupati ini dengan penernpatan dalam Bcrita Daerah Kabupaten 
Sidcnreng Rappang, 

Ditetapkan di Pangkajcne Sidenreng 
Pada tanggal 4 

BUPATISIDE 

Diundangkan di Pangkajcne Sidenreng 
Pada tanggal ti }''rnua.�1 .2019' 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
SIDENRENG RAPPANG 

8 RUSLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 7 

' K.ABAG. HU!<UM 
·------+-..IR+-' 

KABAG. ORG� NfSASI 

KEPALA BPKD ,-,-�-������..i.J.l..-:..: 
BAPPEOA s LITBANG 

kSISTE:N ADM. UMUM 
----·---- 
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